
1. Undang·Undang Nomor 14 Tanun 1950 tentang Pembemu!<an 
Oaerah·Daerah Kabupaten Oalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Bara! (Serita Negara Tahun 1950); 

2. Undang,Undang Nomor 33 Tanen 2004 tentang Perimbanga~ 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,~38): 

3. Undang·Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan 
T ransaksl Elektronik (Lembaran Negara Repub~k lndor,esia 
Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nome, 4843); 

a. bahwa dalam rangka optimalisaSi dan efekt,litas Pelayanan 
Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bekasi, Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) BatarY) dan Jasa Pemerintah Kat>vpat«1 

Bekasi, yang semula tefah ditetapkan melalu, Peraturan Bupati 
Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tenrang Perubaha11 atas 
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) Ba.rang dan Jasa Pemenntah 
Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, 

b. bahwa terdasat!<an pertimbangan sebagaimana d,rnaksud pada 

huruf a di alas. maka penyesuaiannya tersebut pertu dltetapkan 

kembali melalui Feraturan suoan, 

BUPATI BEKASI, 

Mengingat 

Meriimbang 

TENT ANG 

UNIT LAYANAN PENGAOAAN (l!LP) BARANG DAN JASA PEMERJNTAH 

KABUPATEN BEKASI 

OENGAN RAHMAT 'l'UHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR 10 "ralluu 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembag;an 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah . 
Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota 
(Lembarar: Nega,a Repubiik Indonesia Tat,un 2007 Nemer 82, 
Tambahan Lembaran Negara ReP'Jbiik Indonesia Nomor 473i). 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 

Nomor 4593); 

7. Undang-Undar.g Nomor 23 Tahun 2014 tentar>g Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengetclaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
lr>donesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4578); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ:k 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234): 

6. Undang·Undar,g Nomo, s Tahun 2014 tentang Acaratui Si!lil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6. Tambahan Lembaran N&ga.- Republik Indonesia 

Nomor 5494): 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 1e111ang Pelayanan Pl!blik 

(Lemba;an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndone~.a 

Tahun 2007 Nomor d9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelc!aan Barang Milik NegaralOaerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 92, T ambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 



Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud denga,l : 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATl BEKASI TENTANG UNIT 
LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG DAN JASA 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. 

17.Peraturar. Menteri Dalarn Negeri Nornor 1 Tahun 2014 tenteng 
Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Ncmor 32); 

18.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 6 Tahun 2008 
ten tang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekas, 
(Lembaran Oaerah t'.abupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6); 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Bekasi 

(~embaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2014 Nomor 8) . • - 

16.Peraruran Menterl Oalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangl<at Oaerah; 

i s.Peratoran Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun ,006 
tentang Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana teiah 
diubat, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
PecJo,nan Per,gelolaan Keuangan Daerah: 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tontano PengaCaan 

Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah dit!bah 
beberapa kah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Prcsiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah; 

13.Peraluran Presiden Nomor 106 Tatum 2007 tentang Lembaga 

Kebija~.20 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 

MEMUTUSKAN : 



bertanggungjawab atas p<?laksanaan pengadaan barang/jasa 

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 

kowenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pol<ok dan fungsi 

SKPO yang dipimpinnya. 
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya dislngkat KPA. adalah pejabar yang 

diben kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan p,;,ngguna anggaran 

datam metaksanakan sebagian tugas dan tungsi SKPD. 

13. Pejabat Pengadaa~ adalah personil yang mem,lil<i sertifika1 keahfian pengadaan 

barang dan jasa yang d,angkat olen Pengguna Anggaran/l<uasa Pengguna 

Anggaran untuk metaksanakan pengadaan barang,ljasa pemerintah. 

1 Pemennlah Daerah adalah Bupao clan Perangkat Daeral> sel>agai unsu, 

penyelenggara pemenntan,m oaerah 

2 Bupa~ aclalah Bupat, Bekasl 
3 Sek1'etans Daerah adalah SekretariS Oaerah t<abupaten Bekasi. 

4 Satuan Kerja Perangka! Daerah yang selanjutnya disetut SKPO adalah Saluan 

Ke1ja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi. 
5. Unit L.ayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerinlah :' ···upaten Bekasl yang 

setanjutnya disebut ULP acatah unit organisasl yang bsrssat non struktvral dan 

bertungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Pemerin!ah Kabupaten 

8ekasi yang ber1<edudukan paea Sekretariat Oaerah Kabupaten Bekasi. 

& Pengadaan Barang Jasa Pemerinlah yang selanjutnya disebuf'dengan Pengadaan 

Bars,ng dan Jasa acatan kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Sat1J21l 

Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan 

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperok,h Barang dan 

Jasa. 
7. Pengguna Barang dan Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

barang danlatau jasa m:lik Negara/Oaerah di masing·masing Saluan Kelja 

Perangkat Oaerah. 
8. Ke!ompok Kerja Pengadaan selanjutnya disingkat Pokja, adalah Tim yang terdili 

atas Pegawai Negeri Sip,I ber$ertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa yang 

bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan 

penyedia barang dan jasa di dalam ULP. 
S. Scrtiflkat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa adai£h tanoa bukli pengakuan atas 

kompetensi dan kemampuan protes, dibidang pengadaan barang clan jasa 

pemerintah yang dike!uarkan oleh lembaga y...ng beiwenar.;. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang dia:,gkat oleh Pengguna 

Anggaranll<uasa Per.gguna Anggaran sebagai pemmk pekeljaa~. yang 
• 



1-<. Pan,tia!Peiabal Penerima Has!I Peke,jaan adaJah o.;n,tlalpefabat yang ditetapkan 
oteh ?A:l<PA yang berlungs, nemeri'<sa dan mener.ma hasil peketjaan. 

1 s. Aparat Pengawas Intern Pemelintah atau Pengawas Intern pada ir.stit>Jsi lain yang 
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakul<all pengawasan motatuo 
audn. review, evatuasi, cemaotauan dan kegiatan pengawasar. lain ternadap 

penyelenggaraan 1ugas can fungsi organisasi. 
16. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 

menyediakan barang/pekerjaan konstruksvlasa konsultansifiasa lainnya. 
17. Pakta lntegritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mancegah dan 

tidak melakukan Korupsi, Kolusi, oan Nepotisme dalam pengadaan barang dan 

iasa. 
18. Barang adalah setiap benda baik oorwujud maupun lidak berwujud, bergerak 

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakal, dipergunat<an atau 

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pe~erjaan yang berhubuogan dengan 

petaksanaan konstruksi bangunan atau pemboatan wujud fisik lainnya. 
20. Jasa Konsultansi, adalan jasa layanan protesiorlal yang membutuhk.31'1 keahlian 

tertentu dibert>agai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir 

(brainware). 
2i. Jasa Lainnya adalah ;asa yang marnbutuhkan kemampuan tertent\J yang 

mengutamakan keterampuan (skillware) datam suatu sistem tata keloia yang tela'1 
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala 
pekerjaan dan<atau penysdia jasa selaln jasa konsultansi, pelaksana&1 peke,jaan 

Konstruksi dan pengadaan barang. 
22. E-Procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa pem~lintah yaog 

pelaksanaannya dilakuka11 secara eleklronik yang berbaSis web/internet der,gan 
memantaatkan fasijitas teknologl komunlkasi clan ,ntormasi yang melfputi 
pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan 

Pengadaan Secara Elcktronik. • 
23. t.ayanen Pengadaan Secara Elektronlk yang selanjutnya disingkat LPSE adalah 

LPSE Kabupaten Bekasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan system 
petayanan pengad~.ar. barangljasa secara ·•ektrooik melaloi 

hllp:f/lpse.bekasikab.go.id 
24. Swakelola adalah Pengadaan Barang dan Jasa dimana pekeqaar.nya 

direncanakan,dikerjakan da11/atau diawasi sendiri oleh SKPO sebagai penanggung 
jawab anggaran, ,nstansi pernerintah lain darvatau kelompok masyarakaL 



25 Ookumen Pengac!aM ada~h dokumcn yang d~atapkan ofeh ULP/Pejabat 
Pengodaan yang msmuai 1nformasi dan ketemuan yang harus ditaati oleh para 
p,hak dalam proses pengadaan barang dan iasa. 

26. Kontrak Pengadaan Barang can Jasa yang seianjutnya <1isebut Kor.trak adatah 

peqanjian tenulis aruara PPK dengan Penyedia Barang dan Jasa atau pelal<sana 

Swaketola. 
27 Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia Barangl?ekeriaan 

Konstruksi!Jasa Lainnya umuk semua pekerjaan yang dapat diikuti aleh semua 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat 

28. Pe•elangan tematas adalah metode pemilihan penyedia peketjaan konstruksi untuk 
pskerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melal<sanakan d,yakitli 
teroatas dan untuk pekerjaan yang kompleks; 

29. f'elelangan sederhana adaJa~ rneiode pemilihan penyedia barangijasa lainnya 
untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000, • (lima miliar rupl3h): 

3(1. Pemilihan langsung aoatan metode pemilihan penyed.ia pekerjaan konstruksi untuk 
pekerjaan yang bernila, pahng tinggi Rp. 5.000.000.000,· (lima miliar rupiah): 

31. SeleksJ umum aoatan rnetode pemilihan ;,enyedia jasa kon.suttansi or.tuk pcker)aan 

yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat; 
32. Soteksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa kans,;ltansi untuk iasa 

konsultansi yang bemilai pal·ng tinggi Ap. 200.000.000,-(dua rates juta rnpiah); 
33. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan 

gagasan orlsinil, kreatifitas ctan movasi tertentu yang hargalbiayanya tidak dapal 

dltetapkan bardasai1<.an harga satuao: 
34. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlomb;;ka.~ 

barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya 

tidak dapat ditetapl<an oerdasarkan harga satuan: 
35. Panunjukan langsung adalah metode pemilihan penyad:a barangfiasa dengan cara 

• 
menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barangljasa; 

36. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang dan jasa langsung kepada 
penyedia barang dan jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penun1ukan langsung: 

37. Surat jaminan yang selanrJlnya disebut jaminan adalah iaffiinan tertt.~is yang 
bersilat mudah dlcairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yan~ dik.,:uarkan oleh 
Bank Umum/Perusahaan Penjammaa/Perusahaan Asurans yang diserahkan oleh 
penyedia barang dan [asa kepada PPKfULP untuk menjamin re,penuhinya 
kewajiban penyed,a barangljasa: 



(1) ULP secara teknis hmgsional dan adm,nistrasi dilaksaoakan oleh Asislen Ekooomi 

dan Pernbangunan pada Sektetarlat Daerah Kabupaten &!<asi dan 

bertanggungjawab kepaoa Bupati melalui Sekr&taris Daerah. 

(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP metiputi : 

a. menyusun rencana oernilihan Penyedia Barang clan Jasa; 
b. menetapkan dokurnen pengadaan: 

c. menetapkan besarao nominal ;aminan penawaran: 

BAB 111 

KEOUDUl<AN DAN RUANG LINGKUP ULP 
Pasal 3 

- 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit tayanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa 

Pemerlntah Kabupaten BeKasi. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

'.38. P-ekeljaan kompfaks ada!ah peke'}aan yang memerlui<an tel<m!09• 

~nggi.mempunyai reSlko unggi. menggunakan peraJalan yang di ~sign kh<;sus 

oao arau paksrjaan yang bemiJat diatas Rp. 100.000.000.000,-(seratus llbliar 

rupiah): 
39 Kualri1kasi adalah proses oenilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta 

pemeeuhan persyaratan tertentu lainnya dari penye<lia barang/jasa; 

40. Prakuaiifikas• adalah proses penitaian kualifikasi yang ollakulta~ sebe!um 

pemasukan penawaran; 

41 Pasca kualitil<asi aoalan proses penilaian kualnikasi yang dl.lal<ukan set9lah 

pemasukan penawaran: 
42. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adaJa;, .-egawai Neger. Sipil 

sebagaimaoa dimaksud dalam Un<:!ang·undang Nomor 8 Tahun 1.174 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-1 Jnda.,g 
Nomor 43 Tahun 1999; 

•3. Sekretariat Dae,ah Kabupatsn Bekasi adalah uosur staf yang mempunyai tugas 

can kewajiban membantu Bupati dalam menyusuo kebijaka.n dan 
mengkoc,o,naslltan Donas Daerah clan Lembaga Teknis Daerah sesual dengan 

pereturan perundang-undangan. 



d. mer.gumumkan pelaksanaan Pengadaan Sarang dar Jasa di 

i.· .. ebsrfehrtp1/V\iw,.., lpse.bekasikab.go.,d dan papan pengumuman resmi untuk 

masyaraxat sena menyampa,kan ke LPSE unluk diumumkan dalam Portal 

Pengadaan Nasional: 
e. il'len.lai koalifikasi Penyedia Ba,ang dan Jasa melalui prakualffikasi atau 

pascakualifikasi; 
i. melakuk&n evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran 

yangmasuk; 

g. men1awab SSJ1ggahan: 
h, menetapxan Penyedia Barang dan Jasa un\\Jk Pelelanga,, atau Penunjukan 

Langsung unruk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa LaiMya 

yang bernilai paling tinggl Rp100.G00.000.000,00 (seratus mmar rupiah) atau; 

i. menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk Seleksi atau Penunjul<an 

Langsung unruk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernila! paDng tinggi 

Rpt0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

I· menyampalkan hasi1 pemillhan dan penyerahan satinan dokumen pemilihan 

penyecila barang dan jasa kepada PPK; 

k. menyim~an dokumen asli pemilihan penyedia barang/j .. <1: 
I. membuat taporan mer.genai proses dan haslt pengadaan baranlfiasa kepada 

Bupati: 
m. mengus.ilkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spes.f.kasi teknis 

pekerjaan kepada PPK; 
n. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang 0011 Jase di 

Ungkungan ULP; 
o. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan memanf~tkan tekoologi 

informasi melalui LPSE (e-procuremen~: 
p. mela~sanaka~ evaluasi terhadaFC, proses Pengadaan Barang/Ja.sa yang te!ah 

oilaksanakao dar• membua! pertang9ungjawaban mengeoal proses dan l>asi 

Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bupatl; 

q. mengusulkafl kepada PA/KPA agar penyedia Barang can Jasa yang 
melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan 

pelanggaran lainnya uotuk r!ikenakan sanksi ;,encantuman dalain Caltar 

Hitarn: dan 
r. memberikan sanksi ~dministratit ~epada Penyedia Barang dan Jasa yang 

melakukan pelanggaran. sesuai peraturan yang bsrtaku. 



Kepala ULP sebaga,mana dimaksud pada Pasal 5 ayat ( 1) huruf a. mempunyai togas 

pokok dan kewenangan: 
a Memimpin dan mengkocrdinasikan selt;ruh kegiatan ULP: 
b. Menyusun Program keqa dan ar.ggaran ULP; 

Bagian Kedua 

Keoala 

Pasal6 

BABIV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Bag,an Kesatu 

Organisasi ULP 

Pasal5 

(1) Susunao Orgamsasi ULP terdiri dan . 

a. Kepala; 

b. Sekretaris: 

c. Koordinator-koordinator Urusan. 
d. Pokja-pckja: dan 

e. Tim AhlifTenaga Ahli 

(2) Bagan Struktur Organ,sas, ULP sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam lampiran. yang merupakan oa913n yang bdak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati in1. 

( 1) Ruang lingkup pelaksanaan t~gas ULP mehpub penyelen~araari pengadaan 
barang dan jasa pemerintah daerah yang dll'l'lUJai can preses petetang.alVs.e!e.k&i 

sampai dengan penetapan pemenar.g yang dilaksanakan sesuai dengan pe,aturo:1 

perundangan yang berlaku dan melakukan pembinsan dibidang pen,iadaan barang 

dan jasa kepada SKPO di Lingkcngan Pemenntah Kabup;,"- Bekasi 

(2) Pengadaan barang dan jasa d1luar pelelanganlseleksl sebaqaimana dunaksud pada 

ayat(1) dapat dilaksanaka,1 oleh Pejabat pengadaan masing-masing SKPD sesuer 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bel1aku. 
(3) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : 

a. Pengadaan Barang/Pekeijaan KonstruksilJasa Lainoya dengan nilai diaras 

Rp.200.000.000,· (dua ratus juta rupiah), 

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000 WO.· (ima 

puluhjuta rupiah). 

Pasa14 



(1) Sekretarlat dipimpin ~!eh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (tiga) orang 

Koordinator Urusan. 
{2) Koordinator Urusan sebaga,mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Koo,d,nator 

Urusan ~.dministrasi, Kocromator Urusan Hukum dan Sanggah. serta Koordinator 

Urusan Perencanaan. 
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat {1). bertugas membantu Kepala ULP 

daiam melaksanakao ke91atan ULP. 
(4) Sekretariat ULP memiliki fu"9si 

a Melaksanakan Pengeiolaan urusan keuangan. kepegawaian. keta!ausahaan. 

perlengkapan dan rurnah tangga ULP 
b. Menginventansasi paket-pakel yang akan dilelengldiseteksi; 
c Menyiapkan dokcmen pendukung dan mformas1 yang dibu:uhkan Pokja ULP: 
d. Memfasilrtas1 pelaksanaan pemihhan penyedia barang dan jasa yang 

dilaksanakan oleh Pokja ULP 
e. Mengagendakan dan mengakomodn sanggahan yang disampaikan oleh 

penyedia batang dan jasa 
t. Mengeloia system peng.;adaan dan system informasi data manajemen 

pengadaan untuk mendukung uatuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa: 
g Menge!ola dokumen barang dan [asa, 
h. Melakukan evaluasi temadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan. 

dan 

Bag,an Ketiga 
Sek;~tariat 

Pasal 7 

e M@ngawas, seJuruh keg,a:a- pe".gacnan barang dan jasa dan metaporxan apat.ila 

aca penyur,panga., dai11atau 1nd1kasl peny,mp.angari. 
d Membuat laporan pertanggung;awaban atas peiaksanaan keg1atan Pengadaan 

Barang da" Jasa kepada Bupat1 mela!ui Se-kretaris Oaerah; 
e Melaksanakan pengembangan dan pemb1naan Somber Daya Manusia d, ULP dan 

SKPD d1 Lingkungan Pemeontah Kabupaten Bekasi; 
f Menugaskan/MenempatJ<an/Mem,ndahkan anggc,ta Kelompok Ke~a sesuai d""9an 

beban kerja masinng-masing Kelomi;ok Kerja ULP; 
g Mengusulkan pemberhent,an anggota Keiompok Kerja ULP kepada Bupati, ;,pabda 

terbokti melakukan pe!anggaran peraiuran perundang-undangan danlatau KKN. 



,1) Kelompok Kerja sebagaimana dimal<sud pada Pasal 5 ayat (1) hurul d dalarn 
rr.elaksanakan tugas terdm dan beberapa kelompok keqa sesuai dangan 

kebt.Jtuhan; 
(2) Keanggo1aan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. Ketua: 
b. Sekretaris: dan 
c. Anggo1a. 

(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ruga,; 
metaksanakao proses pemilihan Pcngadaan Barang dan Jasa. 

(4) Oalam melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, Po'i<ja ULP memililo 

Tugas Pokok dan l5ewenangan: 
a. Menyusun rencana pemllihan penyedia Baranq dan Jasa; 

b. Menatapkan Ookumen Pengadaan: 
c. Menetapkan besaran nominal Jaminan t>enawaran: 
d, Mengumumi<an pelaksanaan Pengadaan Ba,ang/Jasa di webstte K/lJ0/1 

mesing-masing cian papan pengumuman resmi untuk masyaral<at sena 
menyampaikan ke LPSE unluk diurr.umkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 

e. Menilai kualitikasi Penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifil<asi atau 

pascakualmkasi; 
f. Melakukan evaluasl admimstrasi, teknis dan harga terhadap per.awaran yang 

rnasuk; 

Bagian Keempat 
Keklm;:,ok Kerja 

Pasa.18 

Me,.y,ap'<an oan mengkooroinasil<an tJm leknis dalam proses Pengacaan Barang 

oan Jasa: 
~ cJnluk mendu,.cng pelak~naan tugas Sekretariat dan Pokja-Poltja dib<.'luhkan Stal 

Penduku('l,g t,;rdin dan PNS dan non PNS ynng diteta.:: ·""':. oongan KeputuSAtl 

><:epala ULP. yang jum:ah persornlnya d1sesuaikan dengan tugas-lugas yang 
d1la,$Br>akan dan kemampean keuangan daerah. 

,6) Stal pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas 

membantu pstaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. 
(7) Rincian l•Jgas staf pendukung sebagai berikut : 

a. penyiapan bahan penyusunan kebiJal<an pengadaan barang dan jasa: dan 

b. penyiapan bahan psrancanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja psnjadaan 
barang dan [asa. 



(1) Tim Al1h/Tenaga Ahii momiliki tugas untuk membantu pelaksanaan togas ULP 

dalam hal pemberian peojelasan ,eknis {aanwifze" berkattan dengan pen,iadaan 

yang bersifat khusus. 

g Memawab sanggahan. 

h M~n,alapkan Penyedia Barang dan Jasa untok. 

1 Peletangan atau psnuniukan lang~ung untuk paket pengaoaan 
Barang/Pekeqaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bemilai paling ongg; Rp. 

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 

2. Seleksi atau penuniukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsuftasi 

yang barrutal paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah): 

i. Mer,yampaikan hasO pemillhao dan sallnan Ookumen Pemmhan Penyedia 

Barang dan Jasa kapada PPK: 

J. Menyimpan clokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 

k. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil Penn•C,aan kepada Kepala 

ULP; 

I. Menyampaikan belita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui kepala l!LP; 

m Memberikan pertanggungjawaban alas pelaksanaan kegiatan Pengadaan 

kepada PA/KPA; 

n. Mengusulkan kepada PPK (bila pertu): 

1. Perubahan HPS; dan/atau 

2. Perubahan spesifi:.asi teknis pekerjaan berdasarkan berrta acara pemberian 

penjelasan. 

o. Memberikan data can lntormasi kepada kepala ULP mengena, Penyedia 

Barang dan Jasa yang melakukan perbuatan seperu penij)uan. pemaJsuan 

dan pelanggaran lainnya; dan 
p. Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim AhlifTenaga Ahli keJJ8<ia 

Kepala ULP. 
(SJ Kelompok Kerja sebaga,mana dimakSud pada ayat (1) ~rasal can tenaga ahli 

yang berstarus Pegawai Negeri Sipll (PNS) yang memiliki ~eahllan/k\Jalttikasi yang 

diperlukan dalam pengadaar. Barang dan Jasa dan bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan pengadaan Barang oan Jasa. 

(6) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagai,nana dimaksud P?"• ayal (2) diletapl<an 

dengan Keputusan Kepala ULP. 

Bagian Kelima 

T:m Ahli/Tenaga Ahfi 

Pasal \! 



(1) Kepaia, Sekretaris, Koordinator urusan dar. Anggota Pokja ULP ditetapkan oleh 
Bupati; 

(2) Anggota Tim AhlvTenaga Ahli ditatapkan oleh PAll<PA; 
(3) Kepala ULP dijabat secara ex-otic«: oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan 

Se:da Kabupaten Bekasi; 
(4) Sekretaris ULP dijabat secara ex-officio oteh Kepala Bagian Administr.;si 

Pembangunan Setda Kabupaten Bekasi: 
(5) Koordin.ator Urusan Administrasi dijabat secare ex-officio oleh Kepala Subbagian 

Pengendaliaan Program pada Bagian Administrasi ,·embangur.an Setda 
Kabupaten Bekasi; 

(6) Koordioator Urusan Hukum dan Sanggah d1jabat secara ex-ottx«» oleh Kepala 
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada aagian Administ,asi Pembar.gunan Setda 
Kabupaten Bekasi; 

(7) Koordinator Urusan Parencanaan dijabat secara 9x-off1Cic oleh Kepala Subba;µn 
Bina Program pada Bagian Adm,nistrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bekasi: 

(8) Kepata, Anggora Pol<ja UL?. Pejabai Pengadaan ,vaj1b memenuhi persyaratan 

sebagai beriku!: • 
a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas 
b. memahami peke~aan yang akan diadakan 
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas 

ULP/Pejabat pengadaan yang bersangkutan 
d. memahaml is, dokumen. metode dan prosedur pengadaan 
e. memi:iki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa sesuai 

dengan kompetensi yang dipersyaratkan 

BABV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan 

Pasal 10 

(2) Anggota Tim Ahn Tenaga Ahl oerasat dari Pegawa, Negerr dantarau swasta. 
13) Jumtah anggoia nm AhtJr €naga Ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan k<ouangan caeran. 



(1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan SKPO. 

(2) Hubungan kerja ULP dengan SKPD seoagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melipvb: 

a. merwampalkan taporan secara periodi'< tentang perkembangan oeiaksanaan 

pengadaan· 

b. menqadakan konsuttasl secara penodik atau sesuai dengan kebu!Uhan dalam 

rangka penyelesaian persoalan yang dihadap, datam proses pengadaan; dan 

c. memberikan pedoman dan petunjuk peogendalian pelaksanaan pengadaan yang 
diberikan oleh Bupati 

BABVI 

HUBUNGAN KERJA 

Pasal 12 

{1) Kepala ULP. Sekretaris ULP. Kordinator Urusandan Anggota Pokja diberhernikan 
oleh Bupati dengan mempertimbangkan hai-hal sebagai berikut : 

a. masa tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

b. penilaian can rekomendasl 8<1dan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatanffom 

Penilai; 
c. pendapat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pada Pemerintah Kabupa:en 

Bekasl; atau 

d. oeraturan perundaog·ur>dangan tentang kepegawaian; 

e. melakukan pelanggaran Perateran Pen.indang-undangan danfatau KKN. 

(2) Anggota Tim AhlVTendga Ahr. diberhentikall oleh PAJKPA. 

(3) Stat Pendukung ULP diberhentlkan oleh Kepala ULP. 

menandatangan, Fakta l~tegntas 

g. persyaratan Sert,fikasi keanlian Peogadaan Barang dan Jasa 
sebaga>mana dimaksud pada ayat (8) hun.if e dapat 

dikecualikan unlllk Kepala ULP. 
h. Pengecualian sebaga,mana dunaksud pada huruf g lerset:ut d1 atas, hanya 

berlaku datam hal Kopala ULP Fdak merangka.P anggota Pokja ULP. 

Bagian Kedua 

Pemberhentian 

Pasal 11 



Dengan dlbertakukannya Peraturan irn, maka Pera1uran Bupati Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabcpatsn 
Bekasi sebagaimana tetan d,ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 
len!ang Perubahan atas PeraiUraa Bupati Bel<asi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Untt 
l.2cyanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bekasi dicabul 

dan dlnyatakan tidak barlaku lag,. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
!'asal 14 

Pegawai Negeri Sipil dan N,:,n PNS yang dilugaskan di ULP sebagai pejabat atau 
pelaksana dapat diberikan tunjangan, llonorarium dan atau tambahan penghasilan 
sesua, dengan ketentuan peraturan perundang·undangan yang berlaku. 

BAB VII 

TUNJANGAN OAN HONORARIUM 
Pasal 13 

(31 ULP wai,o bml<oordlnasi da.o meniaii~ hubungan ketja dengan u<PP. 
t•l Hubungan 1<.e~a lJlP aengan LKPP sebagalmana dimaksud paoa ayat (3), 

mehp.uG. 
a. mengadakan konsultasr sesual dengan kebutuh.an dalam rangka penye:Ssaian 

persoatan yang dihada;,i dalam proses pengadaan; 
b melaksanakan pedoman dao petunjuk U<PP dalam hal pengadaan haraogTiasa: 

oan 
c. membenkao masukan keoada LKPP untuk perumusao strategi dan ke!li;a;<an 

pengadaan barang dan iasa. 
15> ULP dapat berkoordinasi dan men)alin hubungan kerjasama dengan tns,ansi 

lainnya. 
(6) Hubu~gan kerja ULP dengan lnstansi Lainnya sebagaimana dimal<sud pada ayat 

(5) adalah memfasilitasi pengadaan metalui ULP atas permintaan lnstansi lainnya 
yang dituangkan datam Nota Kesepakatan Kerjasama 



• - 

NG HASANAH YASIN 
t1 ;,j HJ. 

-( / BUPA Tl BEKASI ~ 

Ditetapkan : di Cikarang Pusat 
pada tanggal : 02 11&.ret 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pei'lgunda"--~ Peraruran in! dengan 
penempatar.nya datam Serita Daerah Kabupaten Bekasl. 

Peraturan ini mulal berlaku paoa ianggal diundangkar.. 

Pasal15 


